LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 57 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NOMOR 9 TAHUN 2008
TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT PENDARATAN KAPAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

c 1.

BUPATI BUTON,

: a. bahwa berhubung Peraturan Daerahup&adn

Daerah Tingkat 1l Buton Nomor 11 Tahun 1997

tentang Retribusi Tambat dan Labuh pada

Pelabuhan dalam Kabupaten Daerah Tingkat Il

Buton sudah tidak sesuai lagi dengan

perkembangan yang ada, oleh karena itu perlu
ditinjau kembali ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu membentuk

Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat
Pendaratan Kapal ;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 195%atey
PembentukanDaerah—Daerah  Tingkat 1l  di
Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960

tentang Panitia Urusan Piutang Negara
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2104 );
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. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209 );

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Nomor 3685 );

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 3851 );

. Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Republik Indonesia

Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi
Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4548 ) ;
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10.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438 );

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
tentang Pelaksaan Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 3258 );

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Nomor 3692 );

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001
tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 414%;

11.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4

Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri
Sipil Daerah (Lembaran Daerah Nomor 4
Tahun 2004) .

Menetapkan

Dengan Per setujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

dan
BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
TEMPAT PENDARATAN KAPAL.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

Daerah adalah Kabupaten Buton;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton
3.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertenidathg

Kepala Daerah adalah Bupati Buton;

Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perungafgagan
yang berlaku;

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang megbersieroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lairBgdan Usaha
Milik Negara atau daerah dengan nama dan bentulpuapa
persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, kopergsyasan atau
organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiutykasaha tetap
serta bentuk badan usaha lainnya;

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasg giaediakan
oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip rsmhe
karena pada dasarnya dapat pula disediakan olébr s&kasta;
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7. Retribusi Tempat Pendaratan Kapal, yang selanjutdgpat
disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayaeagediaan
tempat pendaratan Kapal yang dimiliki dan atau Idlkeoleh
Pemerintah Daerah;

8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan gyan
menurut peraturan perundang-undangan retribusi tyara
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk metak
pembayaran retribusi;

9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertenangy
merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuknargaatkan
pelayanan penyediaan tempat pendaratan kapal;

10.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menca
mengumpulkan dan mengolah data dan atau keteradagarya
dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kamwajib
Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundadgagan
retribusi Daerabh;

11.Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daeratialah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidégawai
Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidikiuknmencari
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu mexhkerang
tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjserta
menemukan tersangkanya.

BAB Il
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2
Dengan nama Retibusi Tempat Pendaratan Kapal dipuegribusi

sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tgmpdaratan
kapal.

Pasal 3
(1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tepgpataratan
kapal yang meliputi :
a. Penyediaan tempat tambat / menggunakan dermaga,;
b. Penyediaan tempat berlabuh.

c. Penyediaan sarana untuk penumpukan material barang

(gudang) dan penyimpanan lainnya.

(2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayananygdinan
tempat pendaratan kapal yang dimiliki dan atau aBlii oleh
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perusahaan Da¢rd)
dan Pihak Swasta.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badamgya
menggunakan/memanfaatkan tempat pendaratan kapal.

BAB IlI
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Tempat Pendaratan Kapal digolongkan sebRegtribusi
Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frediugan jangka
waktu pemakaian tempat pendaratan kapal.



BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur daarmya tarif
didasarkan atas tujuan untuk menutupi sebagian sdma dengan
biaya pemeliharaan sarana pendaratan kapal.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

(1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis paf@n yang
diberikan dan jangka waktu pemakaian.

(2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasagyberlaku di
wilayah Daerabh.

(3) Dalam hal tarif dasar yang berlaku sulit ditemukaraka tarif
ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuapeiayanan /
jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yaaljputi :

a. Unsur biaya per satuan penyediaan jasa;

b. Unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.

(4) Biaya sebagaimana dimaksud, pada ayat (3) hurudligui :

a. Biaya operasional langsung, yang meliputi biayaatyel
pegawai termasuk pegawai tidak tetap yang ditugapkaa
tempat penyediaan jasa, belanja pemeliharaan, samwehn
dan bangunan, biaya listrik, dan semua biaya rupi@riodik
lainnya yang berkaitan langsung dengan penyedé&sa) |

b. Biaya tidak langsung, yang meliputi biaya admimisir
umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyed&sa) |

(5) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagainensabut pada
lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturamdbaini.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daeexhpat pelayanan
penyediaan tempat berlabuh kapal diberikan.

BAB VIl
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 10
Masa retribusi untuk berlabuh dan manambat kapalabdjangka

waktu yang lamanya 1 (satu) hari atau ditetapkam déeh Kepala
Daerah.

Pasal 11
Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetagkaBurat Ketetapan
Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang rdigp@akan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 12
(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atawrdek
lain yang dipersamakan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13
Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat padittunya atau
kurang membayar dikenakan sanksi administrasi lagdoupga sebesar
2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yangtdag atau kurang
dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat TiagRetribusi
Daerah (STRD).



(1)
(2)

(1)

(2)
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(2)

BAB XiI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 14
Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligosuita.

Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayrdnusi
diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIlI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15
Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lairng ysejenis
sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan rgtribu
dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak tempo pembayaran.
Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggatsteguran /
peringatan / surat lain yang sejenis. Wajib Resibharus
melunasi retribusi yang tertutang.
Surat teguran / peringatan / surat lain yang sgjsebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabag g#injuk.

BAB XIlII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 16

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibanny
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) daad P3s
sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidanadan
paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling bard/dkempat)
kali jumlah retribusi terutang.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (dlakad
pelanggaran
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BAB XIV
PENYIDIKAN
Pasal 17

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungamerintah
Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik kuntu
melakukan penyidikan tindak pidana di bidang ResilDaerah.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana pada ayat (1) adalah

a.

Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakaidi
bidang retribusi Daerah agar keterangan atau lapora
tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan meaige
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbyatay
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi
Daerah;

Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang griatau
badan sehubungan dengan tindak pidana di bidangust
Daerah;

Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-
dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dingida
retribusi Daerah.

Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan buk
pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen laita se
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaa
tugas penyidikan tindak pidana di bidang retrilidaerah;
Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pewmmaniks
sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang d
atau dokumen yang dibatasi sebagaimana dimaksua pad
huruf e;
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